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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR: 05 ATAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

Menimbang @ bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sanggau Tahun 2021, perlu membentuk Tim Penyusun
Sistem  Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan

menetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389):;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negafa Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817),

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014-2034;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2005-2025,;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2018-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2019-2024.

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
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MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU . Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021;

KEDUA - Susunan keanggotaan Tim Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2021 terdiri dari pejabat
dilingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sanggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau
dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas
secara penuh untuk berperan serta dalam penyusunan dokumen-
dokumen Sistem Akuntabilitas Kineqa Pemerintah (SAKIP) Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau,
meliputi: Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK),
Laporan Kinerja (LKJ Eselon Ill, IV dan Staf) per-triwulan dan
Evaluasi Internal Perbidang baik Triwulan maupun Tahunan.

KEEMPAT - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sanggau
2. Inspektur Kabupaten Sanggau di Sanggau _ _
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinva



LAMPIRAN | : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SANGGAU.
NOMOR TAHUN 2021
TANGGAL : JANUARI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SAKIP  BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN ANGGARAN 2021

NO UNSUR/ JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1 2 3

1. | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Penanggung jawab
Aset Daerah Kabupaten Sanggau

2. | Sekretaris Ketua

3. | Kepala Subbag. Perencanaan, Keuangan, Sekretaris 1
Aset dan Akuntabilitas Kinerja

4. | Kepala Subbag. Kepegawaian Sekretaris 2

5. | Kepala Bidang Aset Anggota

6. | Kepala Bidang Akuntansi Anggota

7. | Kepala Bidang Pembiayaan Anggota

Sanggau, & Januari 2021
ALA BADAN PENGELOLA
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